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ABSTRACT

Fish exploitation in Indonesia is already at a very alarming level. Catching at full
capacity and even excess occurs in almost all fisheries management areas. One of the foreign
government's efforts to overcome similar problems is by conducting ITQ. This research
approach uses qualitative descriptive qualitative specifications. Data analysis techniques
miles and huberman data triangulation: reduction, data presentation, verification carried out
to find out the analysis of planning studies and the development of the Individual
Transferable Quota (ITQ) system in realizing quota-based sustainable fisheries. This activity
was carried out in collaboration with the grow fisheries training program and the university of
Akureyri. The training was held from 19 - 28 May 2022 at the Marine and Freshwater
Research Institute building and the University of Akureyri. The conclusion of this study is
that the condition of the Indonesian seas, which is starting to deteriorate due to excessive and
illegal fishing, requires firm action. It is hoped that the ITQ system can be implemented in
Indonesia. So that when fishing is not done excessively.
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I.  PENDAHULUAN

Laut merupakan wilayah yang
rentan terjadi kerusakan ekosistem dan
habitat, dan rentan konflik, baik itu
konflik antar warga di suatu negara

tersebut  tertuang beberapa  ketentuan
terkait dengan hak dan kewajiban suatu
negara atas wilayah teritorial yang
dimilikinya serta dasar hukum dalam
menentukan  batas-batas suatu wilayah

maupun antar warga negara bahkan dapat
juga terjadi konflik antar negara [1]. Suatu
negara dalam melakukan pengelolaan
terhadap suatu wilayah perairan tidak
dapat lepas dari tanggung jawabnya
terhadap kelestarian perairan tersebut.
Hal tersebut tercantum dalam hukum laut
internasional yang berlaku sampai dengan
saat ini yaitu The United Nations
Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982. Di dalam aturan

teritorial. Selain itu, diatur juga terkait
dengan hak suatu negara atas laut bebas
dan kewajibannya dalam melindungi
lingkungan laut dari adanya suatu
bahaya kerusakan akibat eksplorasi dan
eksploitasi sumberdaya alam baik sumber
daya hayati maupun sumber daya non-
hayati [2].

Eksploitasi ikan di Indonesia sudah
berada di  tingkat yang  sangat
mengkhawatirkan. Penangkapan dengan
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kapasitas penuh bahkan berlebih terjadi di
hampir semua wilayah  pengelolaan
perikanan. Pencurian dan penangkapan
sumber daya yang tidak bertanggung jawab
menjadi penyebab menipisnya ketersediaan
ikan di perairan nasional [3]. Populasi
beberapa biota laut itu terancam Kkritis.
Hanya sejumlah jenis ikan di kawasan
tertentu  yang masih dalam status
tereksploitasi sedang. Kelestarian
sumberdaya ikan (ikan bersirip, moluska,
krustasea) yang menjadi objek eksploitasi
manusia, kian menjadi perhatian global
dewasa ini [4].

Kejahatan yang umumnya terjadi di

wilayah  perairan  Indonesia  adalah
kejahatan  perikanan, vyaitu kegiatan
perikanan yang tidak sah, kegiatan

perikanan yang tidak diatur oleh peraturan
yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan
kepada suatu institusi atau lembaga
perikanan yang tersedia atau berwenang.
Kejahatan perikanan ini paling sering
terjadi di wilayah pengelolaan perikanan
Indonesia adalah pencurian ikan oleh
kapal-kapal ikan asing yang berasal dari
beberapa negara tetangga seperti negara
Thailand, Fillipina, dan Vietnam, walaupun
sulit untuk memetakan dan mengestimasi
tindak pidana perikanan yang terjadi di
wilayah perairan Indonesia [5].

Di beberapa daerah di Indonesia
banyak yang masih melakukan
penangkapan pada hewan laut yang masih
dilindungi dengan tujuan untuk tradisi.
Selain itu juga terdapat beberapa cara
penangkapan ikan yang ilegal seperti
dengan menggunakan rakitan bom atau
obat untuk meracuni ikan yang akhirnya
mengakibatkan ikan dan terumbu karang
mengalami  kerusakan. Terdapat juga
penangkapan ikan secara ilegal oleh
masyarakat dari luar Indonesia yang
semakin menambah terjadinya kasus rusak
ekosistem perairan terutama laut. lllegal
fishing dapat diartikan sebagai kegiatan
perikanan yang melanggar hukum, dimana
kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh
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suatu negara tertentu atau kapal asing di
perairan yang bukan merupakan
yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang
memiliki  yurisdiksi ~ atau  kegiatan
penangkapan ikan tersebut bertentangan
dengan hukum dan peraturan negara itu.
Sampai saat ini kegiatan pencurian ikan di
Indonesia terbilang cukup memprihatinkan

[6].

Tindak pidana penangkapan ikan
menggunakan alat setrum dan putas
menjadi  sesuatu hal yang sangat
memprihatinkan dikarenakan memberikan
dampak yang dapat merugikan masyarakat
[7]. Tindak pidana ini menjadi ancaman
bagi kelangsungan hidup masyarakat yang
erat kaitannya  dengan simbiosis
mutualisme dengan alam sekitar manusia,
sebab dengan alat setrum ikan dan putas
dapat merusak ekosistem lingkungan dan
juga merusak keberadaan makhluk lain
yang hidup di dalam sungai. Larangan
menangkap ikan menggunakan alat setrum
sudah diatur oleh Negara Republik
Indonesia, mulai dari peraturan yang paling
tinggi sampai dengan peraturan yang paling
rendah [8]. Tentunya hukuman dan sanksi
yang bervariasi bagi setiap pelaku
kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan
yang dilakukannya. Tentunya hukuman dan
sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku
kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan
yang dilakukannya [9]. Kondisi tersebut
membuat Kementerian Kelautan dan
Perikanan gencar memberantas
penangkapan ikan tidak sah, tidak
dilaporkan, dan tidak tertib aturan (IlUU
Fishing). Selain penangkapan ikan secara
ilegal, penangkapan ikan secara berlebihan
juga dapat menyebabkan  rusaknya
ekosistem di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah luar
dalam mengatasi masalah serupa adalah
dengan melakukan ITQ. Kuota tangkapan
individu yang dapat ditransfer (ITQs) telah
diterapkan pada berbagai perikanan sejak
pertengahan 1970-an. Pada awal hingga
pertengahan 2000-an, ITQ telah diterapkan
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di lebih dari 20 negara dan untuk lebih dari
250 spesies berbeda [10]. ITQ melibatkan
alokasi bagian atau bagian dari total
tangkapan yang diizinkan (TAC) untuk
nelayan individu, kapal, komunitas, atau
pihak lain yang berkepentingan dengan
perikanan (misalnya, pengolah). Demikian
pula, kuota upaya yang dapat dialihkan
individu (ITEs) mengalokasikan bagian
dari upaya total yang diizinkan (TAE)
antara masing-masing nelayan. Upaya yang
diperbolehkan dalam perikanan dapat
dianggap, misalnya, sebagai jumlah hari
atau jam yang diizinkan di laut [11]. ITQ
tersebut diharapkan mampu diterapkan di
Indonesia.

2. METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat

Pelatihan dilaksanakan sejak tanggal
19 - 28 mei 2022 di gedung Marine and
Freshwater ~ Research  Institute  dan
University of Akureyri.

Metode

Pendekatan  penelitian  kualitatif
dengan spesifikasi kualitatif deskriptif.
Menurut [12] metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah dimana peneliti adalah sebagali
instrumen  kunci, penelitian  dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif
bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau
kejadian, fenomena, variabel, dan keadaan
yang terjadi saat penelitian berlangsung
dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya
terjadi.  adapun  pengumpulan  data
dilakukan dengan wawancara, observasi,
dokumetasi terhadap peserta pelatihan di
gedung Marine and Freshwater Research
Institute dan University of Akureyri.
Teknik analisis data miles dan huberman
trianggulasi data : reduksi, penyajian data,
verifikasi yang dilakukan untuk mengetahui
analisis studi perencanaan dan
pengembangan system individual
transferable quota (ITQ) dalam
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mewujudkan sustainable

fisheries.

quota-based

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam  pemanfaatan  eksploitasi
sumber daya perikanan yang berkelanjutan,
sistem undang-undang yang komprehensif
tentang kuota individu yang dapat
ditransfer (ITQs) telah diperkenalkan sejak
pada tahun 1990, dengan memberikan
pembagian kuota permanen kepada nelayan
sebagai  insentif  untuk  mengambil
pandangan  jangka panjang tentang
pemanenan dan pengelolaan sumber daya
[13]. Jumlah tangkapan yang diizinkan
untuk spesies tertentu ditentukan oleh
regulator dan proporsi (kuota) yang
dialokasikan untuk nelayan individu atau
perusahaan penangkapan ikan berdasarkan
pengalaman penangkapan ikan [14].

Penerapan sistem ITQ dilakukan
dengan kolaborasi sistem lainnya seperti
penutupan  tempat  pemijahan  serta
pembatasan  jenis  peralatan.  Proses
reformasi ITQ didorong terutama oleh para
ilmuwan, politisi dan pegawai negeri.
Survei penilaian stok dilakukan oleh
Marine and Freshwater Research Institute,
yang bekerja sama erat dengan industri
perikanan dan pemangku kepentingan
lainnya serta Komite formal dan kelompok
fokus telah dibentuk untuk meningkatkan
pemahaman, Kkepercayaan, dan Kkualitas
penelitian kelautan [15].

Diawal penerapannya, kapal
berukuran  kecil dikecualikan  untuk
melestarikan pekerjaan di desa-desa, tetapi,
setelah upaya untuk mengurangi upaya
kapal-kapal ini gagal, mereka juga
diharuskan masuk ke sistem ITQ. Pada
tahun 2009, sistem perikanan pesisir
berlisensi diperkenalkan untuk pancing ulur
dan rawai (terutama ikan cod), dengan
sekitar 10% kuota disediakan untuk
perikanan pesisir untuk mencoba dan
melindungi perikanan ini dan memudahkan
akses bagi pendatang baru.
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Ada empat zona penangkapan ikan
pesisir yang ditentukan, dan nelayan
mengajukan permohonan untuk menangkap
ikan di salah satu zona ini dalam blok
empat bulanan (tiga periode penangkapan
ikan setiap tahun) [16]. Setelah alokasi
terjadi, penangkapan ikan bersifat akses
terbuka, dengan para nelayan bersaing
untuk menangkap ikan sebanyak mungkin
secepat mungkin tetapi dalam kondisi
tertentu. Ada batas pendaratan 650 kg/hari,
dengan hukuman untuk penangkapan ikan
yang berlebihan dan pembatasan hari yang
diizinkan di laut serta jam penangkapan
ikan setiap hari [17].

Kinerja ekonomi industri perikanan
telah meningkat secara signifikan sejak
sistem kuota diadopsi [18]. Produktivitas
yang lebih tinggi dan peningkatan fokus
pada nilai dan kualitas telah menggantikan
penekanan awal pada kuantitas dan tonase.
Ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh
sistem ITQ, namun beberapa faktor penting
lainnya, seperti kemajuan teknologi, pasar
lelang yang efektif, dan industri yang
digerakkan oleh pasar yang semakin
efisien, juga berperan. Keberhasilan
ekonomi perikanan Islandia sedemikian
rupa sehingga industri ini dapat membiayai
sendiri  tanpa  memerlukan  subsidi
pemerintah dan kualitas telah
menggantikan  penekanan awal pada
kuantitas dan tonase [19]. Ini tidak
sepenuhnya disebabkan oleh sistem ITQ,
namun beberapa faktor penting lainnya,
seperti kemajuan teknologi, pasar lelang
yang efektif, dan industri yang digerakkan
olenh pasar yang semakin efisien, juga
berperan. Keberhasilan ekonomi perikanan
Islandia sedemikian rupa sehingga industri

ini  dapat membiayai sendiri tanpa
memerlukan subsidi pemerintah.
Dalam penerapan system ITQ,

perlunya dilakukan secara bertahap dengan
penguatan aturan sedikit demi sedikit,
sehingga penerapan reformasi armada
tertentu tidak diperlakukan dengan cara
yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh
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pembebasan awal nelayan skala kecil dari
sistem ITQ.

Perubahan didorong oleh sistem ITQ
harus juga didukung oleh perbaikan pasar
pelelangan ikan di seluruh negeri yang
membantu meningkatkan spesialisasi dan
menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam
pasokan bahan baku dan pemasaran yang
lebih efisien. Sistem inspeksi yang baik
yang mengontrol perikanan dan tangkapan
diperlukan serta kerangka pemantauan yang
kuat dan saran ilmiah untuk menjaga
ekosistem yang lebih berkelanjutan dan
membangun industri yang efisien dan
layakIndustri perikanan di negara ini
merupakan salah satu pilar utama ekonomi
di negara Islandia. Dalam pemanfaatan
eksploitasi sumber daya perikanan yang
berkelanjutan, sistem undang-undang yang
komprehensif tentang kuota individu yang
dapat ditransfer (ITQs) telah diperkenalkan
sejak pada tahun 1990, dengan memberikan
pembagian kuota permanen kepada nelayan
sebagai  insentif untuk  mengambil
pandangan  jangka panjang tentang
pemanenan dan pengelolaan sumber daya
[20]. Jumlah tangkapan yang diizinkan
untuk spesies tertentu ditentukan oleh
regulator dan proporsi (kuota) yang
dialokasikan untuk nelayan individu atau
perusahaan penangkapan ikan berdasarkan
pengalaman penangkapan ikan.

Penerapan sistem ITQ dilakukan
dengan kolaborasi sistem lainnya seperti
penutupan  tempat  pemijahan  serta
pembatasan  jenis  peralatan.  Proses
reformasi ITQ didorong terutama oleh para
ilmuwan, politisi dan pegawai negeri.
Survei penilaian stok dilakukan oleh
Marine and Freshwater Research Institute,
yang bekerja sama erat dengan industri
perikanan dan pemangku kepentingan
lainnya serta Komite formal dan kelompok
fokus telah dibentuk untuk meningkatkan
pemahaman, kepercayaan, dan kualitas
penelitian kelautan [15].

Diawal penerapannya, kapal
berukuran  kecil dikecualikan  untuk
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melestarikan pekerjaan di desa-desa, tetapi,
setelah upaya untuk mengurangi upaya
kapal-kapal ini gagal, mereka juga
diharuskan masuk ke sistem ITQ. Pada
tahun 2009, sistem perikanan pesisir
berlisensi diperkenalkan untuk pancing ulur
dan rawai (terutama ikan cod), dengan
sekitar 10 persen kuota disediakan untuk
perikanan pesisir untuk mencoba dan
melindungi perikanan ini dan memudahkan
akses bagi pendatang baru.

Ada empat zona penangkapan ikan
pesisir yang ditentukan, dan nelayan
mengajukan permohonan untuk menangkap
ikan di salah satu zona ini dalam blok
empat bulanan (tiga periode penangkapan
ikan setiap tahun) [16]. Setelah alokasi
terjadi, penangkapan ikan bersifat akses
terbuka, dengan para nelayan bersaing
untuk menangkap ikan sebanyak mungkin
secepat mungkin tetapi dalam kondisi
tertentu. Ada batas pendaratan 650 kg/hari,
dengan hukuman untuk penangkapan ikan
yang berlebihan dan pembatasan hari yang
diizinkan di laut serta jam penangkapan
ikan setiap hari [17].

Kinerja ekonomi industri perikanan
telah meningkat secara signifikan sejak
sistem kuota diadopsi [18]. Produktivitas
yang lebih tinggi dan peningkatan fokus
pada nilai dan kualitas telah menggantikan
penekanan awal pada kuantitas dan tonase
[19]. Ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh
sistem ITQ, namun beberapa faktor penting
lainnya, seperti kemajuan teknologi, pasar
lelang yang efektif, dan industri yang
digerakkan oleh pasar yang semakin
efisien, juga berperan. Keberhasilan
ekonomi perikanan Islandia sedemikian
rupa sehingga industri ini dapat membiayai

sendiri  tanpa  memerlukan  subsidi
pemerintah.
Dalam penerapan system ITQ,

perlunya dilakukan secara bertahap dengan
penguatan aturan sedikit demi sedikit,
sehingga penerapan reformasi armada
tertentu tidak diperlakukan dengan cara
yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh
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pembebasan awal nelayan skala kecil dari
sistem ITQ.

Perubahan didorong oleh sistem ITQ
harus juga didukung oleh perbaikan pasar
pelelangan ikan di seluruh negeri yang
membantu meningkatkan spesialisasi dan
menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam
pasokan bahan baku dan pemasaran yang
lebih efisien. Sistem inspeksi yang baik
yang mengontrol perikanan dan tangkapan
diperlukan serta kerangka pemantauan yang
kuat dan saran ilmiah untuk menjaga
ekosistem yang lebih berkelanjutan dan
membangun industri yang efisien dan
layak.

Surveillance and monitoring

Islandia berpartisipasi dalam
perjanjian dan manajemen penangkapan
ikan Samudra Atlantik Utara. Hal ini
menjadi peran penting dan strategis dalam
efektivitas pemantauan kapal perikanan
dalam Monitoring, Control and
Surveillance (MCS) baik di tingkat
nasional dan perairan internasional, serta
fungsi lain  yang Dberkaitan dengan
keselamatan dan keamanan di laut [21].

Sebelum tahun 2006 pemantauan
kapal untuk kepentingan keselamatan di
laut, keamanan, kepabeanan  dan
keimigrasian serta pengawasan perikanan
dilakukan oleh masing-masing [22]. Pada
tahun 2016 dengan disahkannya undang-
undang memutuskan untuk
mengintegrasikan fungsi keselamatan di
laut, keamanan, kepabeanan  dan
keimigrasian yang sebelumnya terpisah.
Tanggung jawab operasional keseluruhan
untuk sistem terintegrasi telah diberikan
kepada Icelandic Coast Guard (ICG).
Kolaborasi dengan institusi lain sangat
penting, seperti dengan Asosiasi Islandia
yang fokus dalam Pencarian dan
Penyelamatan dengan tim penyelamat
terlatih.

Kapal wajib lapor diperkenalkan pada
tahun 1968 untuk alasan keamanan,
mengikuti jumlah insiden di mana kapal
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penangkap ikan yang hilang di laut dan ada
kebutuhan untuk lebih banyak lagi respon
cepat dan terkoordinasi untuk situasi
darurat [23]. Pada saat yang sama, ICG
mulai memiliki peran yang semakin
penting dalam pengawasan perikanan,
tetapi ini disimpan sebagai fungsi yang
terpisah. Pada pertengahan 1990-an, dua
sistem pelacakan kapal terkomputerisasi
yang terpisah dan beroperasi dengan baik.
Satu sistem dioperasikan oleh Life Saving
Association dan yang lainnya oleh ICG,
meskipun organisasi-organisasi ini bekerja
sama dalam hal operasi pencarian dan
penyelamatan [24].

ICG tertarik untuk menggabungkan
sistem kapal wajib lapor dan VMS untuk
pengawasan perikanan, berdasarkan
pertimbangan efektivitas dan efisiensi
biaya, tetapi ini banyak penolakan. Ada
argumen bahwa nakhoda nelayan akan
menolak untuk bekerja sama dengan ICG
jika informasi tersebut akan digunakan
untuk pengawasan perikanan. Sebuah
pemahaman bersama tercapai, dan ini
mengarah pada reformasi struktural dan
penciptaan sistem terpadu atas periode
2005-2006. Industri umumnya sudah
kooperatif serta mendukung dengan alasan
bahwa nelayan berkolaborasi dan melihat
manfaat pemberantasan illegal fishing
terkelola dengan baik [25].

Pusat kontrol dari sistem terintegrasi
yakni Pusat Operasi ICG. Pusat Operasi
ICG berfungsi sebagai pusat komunikasi
untuk unit patroli Fungsi penting lainnya
dari Pusat Operasi ICG, sebagai:

1. VMS untuk tujuan keselamatan,
keamanan dan pengawasan di ZEE

Islandia;
2. menyediakan  Maritime  Traffic
Service (MTS) dan berfungsi

sebagai titik tunggal kontak untuk

semua  pemberitahuan terkait
maritim; dan
3. pemantauan  dan  pengawasan

kegiatan penangkapan ikan.
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Tujuan  utama  MTS  adalah
keselamatan ~dan  keamanan  seperti
meningkatkan keselamatan dan efisiensi
lalu lintas maritim dan meningkatkan
respons pihak berwenang terhadap insiden
kecelakaan atau potensi situasi berbahaya
di laut. Namun, pemantauan dan
pengawasan perikanan juga mencakup
aktivitas kapal Islandia yang beroperasi di
dalam ZEE negara lain  maupun
internasional upaya kolaboratif dalam
memerangi  illegal, unreported and
unregulated (IUU) fishing di laut lepas
Atlantik Utara [26].

Semua informasi terkait maritim,
sekarang dikumpulkan di satu tempat dan
digunakan bersama oleh berbagai lembaga
untuk tujuan yang berbeda [27]. Hal ini
menghasilkan penghematan biaya tetapi
juga meningkatkan efektivitas dalam hal
koordinasi operasi, karena Pusat Operasi
ICG adalah satu-satunya titik kontak untuk
nelayan dan pelaut. Banyak teknologi baru
yang diperkenalkan hemat biaya dari
perspektif sumber daya dan telah membuat
tugas yang sebelumnya tidak mungkin atau
tidak realistis menjadi layak. Sebaliknya,
banyak negara sekarang memiliki tanggung
jawab dan kewajiban dalam konteks
konvensi dan perjanjian internasional yang
menciptakan kebutuhan akan investasi
dalam memperolen atau meningkatkan
peralatan dan infrastruktur.

Selain  berbasis sistem  satelit,
pemantauan aktivitas pesisir melalui sistem
Automatic Identification System (AIS),
yang memiliki jangkauan (30-60 mil laut).
Teknologi alternatif seperti drone juga
digunakan untuk pemantauan kapal dari
darat [28]. Menggunakan kombinasi
berbagai alat dalam sistem terintegrasi yang
membuat setiap alat dan MCS menjadi
lebih efektif.

Fisheries Value Chain

Sejak mulai diterapkannya sistem
ITQ di Islandia, telah terjadi pergeseran
tujuan dari penangkapan ikan yang semula
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hanya mengejar jumlah hasil tangkapan
yang sebanyak-banyaknya (kuantitas)
menjadi mengejar keuntungan yang besar
melalui nilai hasil tangkapan yang tinggi
(kualitas) [29]. Selain karena jumlah
tangkapan yang dibatasi hal ini juga
disebabkan oleh permintaan pasar (98%
ekspor) terhadap ikan- ikan dengan kualitas
yang baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut
Perusahaan Perikanan di Islandia yang
umumnya merupakan suatu
perusahaan/bisnis yang terintegrasi antara
Bisnis Penangkapan lkan, Pengolahan Ikan
dan Pemasaran lkan mencoba untuk terus
meningkatkan kualitas ikan hasil tangkapan
dengan cara menerapkan teknologi yang
tinggi, baik teknologi penangkapan maupun
pengolahan. Penerapan teknologi tersebut
berdampak pada berkurangnya jumlah
pekerjaan karena sebagian besar tenaga
manusia  sudah  tergantikan  dengan
peralatan mekanis, robot dan sistem
komputer [30].

Bioeconomic

Islandia yang sebagian  besar
wilayahnya adalah dataran tinggi yang
tidak berpenghuni bukanlah negara yang
memiliki sumber daya alam melimpah.
Sumber daya alam seperti mineral hanya
sedikit ditemukan di negara ini, bahkan
tidak memiliki bahan bakar fosil [31].
Keterbatasan  ini  membuat Islandia
mengembangkan pemanfaatan sumber daya
terbarukan yang tersedia di negaranya yaitu
geyser (mata air panas) dan sumber daya
air yang melimpah dan mudah diakses
untuk ketahanan energinya [32].

Islandia sendiri merupakan salah satu
pelopor dalam penggunaan energi panas
bumi. Memanfaatkan energi panas bumi
serta sungai dan air terjun sebagai
pembangkit listrik tenaga air untuk
menyediakan listrik murah serta
penggunaan air panas dan pemanas bagi
sebagian besar penduduknya. Pemanfaatan
energi terbarukan menyediakan hampir
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100% produksi listrik, dengan sekitar 73%
berasal dari tenaga air dan 27% dari tenaga
panas bumi [33].

Selain memiliki energi panas bumi
sumber daya terbarukan lainnya yang
dimiliki Isalandia sumber daya perikanan.
Hal ini menyebabkan secara ekonomi
Islandia sangat bergantung pada perikanan,
yang masih memberikan sekitar 45%
pendapatan  ekspor yang  mewakili
kontribusi keseluruhan terhadap PDB 20%-
30% bersaing dengan sektor pariwisata.
Pentingnya sektor perikanan mendorong

pemerintah  memilih  kebijakan  yang
bertujuan untuk memaksimalkan
keuntungan usaha penangkapan ikan [34].

Pilihan kebijakan untuk
memaksimalkan pendapatan dari usaha
perikanan mendorong perusahaan

perikanan di Islandia melakukan efisiensi
untuk memaksimalkan proses produksinya
[35]. Didukung dengan ketersedian listrik
murah, perusahaan-perusahaan industri
perikanan banyak yang melakukan efisiensi
melalui otomatisasi dalam sistem kerjanya
untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja
manusia. Pada kapal armada penangkapan
yang bertonase besar >1.000 ton hanya
diawaki 13-16 orang saja, sedangkan untuk
pengolahan hasil perikanan otomatisasi
dilakukan dengan mengadopsi system
robotic. ~ Selain  otomatisasi  untuk
memaksimalkan profit perusahaan juga
menjalankan kebijakan zero waste yang
ketat, dimana ikan hasil tangkapan seluruh
bagiannya diproses untuk dimanfaatkan.
Produk utama berupa fillet ikan diekposr
untuk pasar eropa dan amerika sedangkan
bagian sisanya yaitu tulang serta kepala
diekspor ke Nigeria. Otomatisasi proses
produksi perikanan ini menyebabkan sektor
perikanan tangkap hanya menyerap 7%
tenaga kerja secara keseluruhan meskipun
memiliki kontribusi yang besar untuk
perekonomian Islandia [36].

Untuk memperdalam materi yang
telah disajikan oleh narasumber, maka
selain pemaparan dan diskusi dikelas,
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peserta juga melakukan  kunjungan
lapangan ke beberapa fasilitas perikanan di
Islandia. Kunjungan lapangan pertama ke
beberapa tempat yang dinamakan golden
cyrcle, dimana peserta melihat potensi
energi yang terdapat di Islandia. Mulai dari
panas bumi dan air dingin. Pada
kesempatan ini mengunjungi juga pusat
tenaga energi geothermal yang sudah
dikembangkan guna memenuhi kebutuhan
listrik dan air bersih penduduk Islandia
[37]. Dengan sumber energi dari
geothermal membuat harga energi bagi
penduduk Islandia menjadi murah [38].
Dengan berkurangnya cadangan minyak
bumi dan kebutuhan energi dunia yang
terus meningkat, sedang dikembangkan
listrik dalam bentuk batere untuk diekspor
ke negara lain.

Kunjungan selanjutnya ke galangan
kapal yang telah beroperasi sejak penduduk
setempat masih menggunakan kapal
tradisional sampai saat ini. Untuk
pembuatan kapal sekarang ini sudah tidak
banyak lagi karena pembatasan pelaku
usaha perikanan, pada umumnya kapal
yang digunakan sudah menggunakan
terknologi  tinggi  (selain  melakukan
penangkapan ikan juga melakukan
procesing di atas kapal) yang diimpor dari
negara lain. Setelah melihat galangan
kapal, peserta diajak untuk melihat
procesing produk hasil perikanan. Pabrik
pengolahan yang dikunjungi memiliki juga
kapal penangkap ikan. Pada umumnya
perusahaan perikanan sudah terintegrasi
antara penangkapan ikan, pengolahan dan
pemasaran produk. Hal ini membuat bisnis
perikanan jadi lebih efisien karena tidak
terlalu banyak pihak yang terlibat sehingga
harga produksi menjadi efisien. Pada
kesempatan kali ini pabrik yang dikunjungi
memproses ikan cod, dimana semua bagian
ikan cod tidak ada yang tidak
termanfaatkan [39]. Mulai dari kepala, isi
perut, daging sampai ekor. Produk fillet
daging merupakan produk kualitas tinggi
yang diproses dengan teknologi tinggi.
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Produk perikanan akan diimpor ke negara
lain dan menjadi devisa terbesar bagi
negara Islandia [40].

Kunjungan lapangan selanjutnya
adalah  pelabuhan perikanan, dimana
pelabuhan perikanan dikelola oleh swasta
dan dalam pembiayaan tidak tergantung
anggaran dari pemerintah. Walaupun
dikelola oleh swasta tetapi pelabuhan
perikanan tetap  berorientasi  kepada
pelayanan. Beberapa pemasukan yang
diperoleh pelabuhan perikanan adalah jasa
tambat  labuh, penyewaan fasilitas
pelabuhan dan fee bongkar muat.
Pelabuhan perikanan sudah menggunakan
robot yang dikendalikan oleh teknologi
tinggi dalam melakukan pekerjaannya,
sehingga tidak banyak pegawai yang
bekerja. Umumnya kapal yang sudah
selesai melakukan bongkar muat langsung
berangkat  kembali  untuk  kegiatan
penangkapan ikan, sehingga tidak terjadi
penumpukan kapal di kolam pelabuhan
perikanan [41].

Setelah mengikuti presentasi yang
diberikan oleh akademisi dari University of
Akureyri — Islandia, dan paparan dari
Directorate of Fisheries— Islandia, serta
hasil pengamatan langsung di lapangan ke
kapal  penangkap ikan,  pelabuhan
perikanan, Unit Pengolahan lkan (UPI),
maka disusunlah sebuah perbandingan
terkait pengelolaan perikanan antara
Indonesia dan Islandia [42]. Ringkasan dari
perbandingan tersebut dapat dilihat dari
tabel di bawah ini. Islandia adalah salah
satu negara perikanan terbesar di Atlantik
Utara dengan penerapan sistem perikanan
yang berkelanjutan. Dan pemerintah
Islandia akan terus berkontribusi pada
perikanan yang bertanggung jawab, serta
sepenuhnya mengikuti saran para ilmuwan
dalam pengambilan  keputusan total
tangkapan. Industri perikanan di negara ini
merupakan salah satu pilar utama ekonomi
di negara Islandia. Dalam pemanfaatan
eksploitasi sumber daya perikanan yang
berkelanjutan, sistem undang-undang yang
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komprehensif tentang kuota individu yang
dapat ditransfer (ITQs) telah diperkenalkan
sejak pada tahun 1990, dengan memberikan
pembagian kuota permanen kepada nelayan
sebagai  insentif untuk  mengambil
pandangan jangka panjang tentang
pemanenan dan pengelolaan sumber daya
[43]. Jumlah tangkapan yang diizinkan
untuk spesies tertentu ditentukan oleh
regulator dan proporsi (kuota) yang
dialokasikan untuk nelayan individu atau
perusahaan penangkapan ikan berdasarkan
pengalaman penangkapan ikan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah
kondisi kelautan Indonesia yang mulai
rusak akibat penangkapan ikan yang
berlebihan dan dengan cara ilegal perlu
dilakukan tindakan tegas. Diharapkan
sistem ITQ dapat diterapkan di Indonesia.
Sehingga ketika melakukan penangkapan
ikan tidak dilakukan secara berlebihan.
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dalam keberhasilan sistem ITQ di Islandia
yang telah diimplementasikan, yang
ditunjukkan melalui peningkatan efisiensi
ekonomi, penurunan fishing effort (armada
perikanan tangkap) secara signifikan, dan
peningkatan keberlanjutan sumber daya
perikanan tangkap (stok ikan), dengan
memperhatikan  karakteristik  perikanan
tangkap di Indonesia, baik dari aspek
biologis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
Hal ini mengingat perikanan tangkap di
Indonesia  bersifat multispecies  yang
ditangkap dengan beragam alat tangkap
(multi gears), dan didominasi oleh nelayan
tradisional.

Salah satu hal yang dapat diadopsi
terkait penetapan kuota tangkapan di
Indonesia adalah terkait basis kuota yang
ditetapkan, yaitu berdasarkan persentase
terhadap  jumlah  tangkapan  yang
diperbolehkan atau Total Allowable Catch
(TAC), bukan berdasarkan TAC. Hal ini
karena TAC vyang cenderung berubah

Pemerintah Indonesia dapat
mengambil pembelajaran (lesson learn)

tergantung dengan kondisi sumber daya
perikanan tangkap (stok ikan).
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